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BAB III 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

1. Prosesi penerbitani Aktai Kelahiranianak dari perkawinan adat tidak 

tercatat dii Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten 

Bengkayangi mengacui pada Peraturani Pemerintahi Dalami Negerii 

Nomori 108i Tahuni 2019i tentangi Peraturani Pelaksanaani Peraturani 

Presideni Nomori 96i Tahuni 2018i tentangi Persyaratani dani Tatai Carai 

Pendaftarani Penduduki dani Pencatatani Sipil. Penerbitan Akta Kelahiran 

dari anak yang lahir dari perkawinan adat tidak tercatat ini pada prinsipnya 

memiliki prosedur yang sama dengan penerbitan akta anak pada 

perkawinan tercatat. Perbedaan adalah terdapat syarati tambahani sepertii 

Surati Pernyataani Tanggungi Jawabi Mutlaki (SPTJM) untuki 

memastikani keabsahani datai bagii anaki darii perkawinan adat yangi 

tidaki tercatat.i Aktai Kelahirani anaki darii perkawinaniadat yangi belumi 

tercatat akan terdapat frasa tambahan ”yang perkawinannya belum tercatat 

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan” 

2. Kendala dalam penerbitan Akta Kelahiran anak dari perkawinan adat tidak 

tercatat adalah terletak pada kesadaran masyarakat terhadap arti penting 

administrasi kependudukan. Orang tua yang sudah melangsungkan 

perkawinan adat tidak mencatatkan perkawinan mereka ke Pencatatan 
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Sipil. Status perkawinan orang tua yang tidak tercatat, terutama dalam 

konteks perkawinan adat membuat penerbitan Akta Kelahiran anak 

memerlukan persyaratan tambahan yakni menggunakan Surat Pernyataan 

Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) dan Akta Kelahiran anak tersebut 

mendapatkan tambahan frasa. Kesadaran masyarakat, terutama orang tua, 

tentangi pentingnyai pencatatani perkawinani masihi sangat rendah.i 

Kurangnyai pemahamani masyarakati mengenaii manfaati pencatatani 

perkawinani menjadii faktori penghambat.i Kendala lain yang dihadapi 

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bengkayang adalah 

kesulitan dalam menjangkau masyarakat pedalaman untuk sosialisasi 

mengenai pentingnya administrasi kependudukan. Dinasi Kependudukani 

dani Pencatatani Sipili Kabupateni Bengkayangi telahi melakukani 

berbagaii upayai untuki meningkatkani kesadarani masyarakati mengenai 

administrasi kependudukan, antara lain: 

a. Himbauan melalui media sosial untuk menjangkau masyarakat secara 

luas dan cepat. 

b. Pemasangan spanduk di lokasi strategis untuk penyebaran informasi 

secara visual. 

c. Mengadakan sosialisasi di kecamatan-kecamatan untuk menjangkau 

masyarakat secara langsung, terutama di daerah terpencil. 

d. Koordinasi melalui Forum Group Discussion (FGD) dengan berbagai 

pihak untuk mendiskusikan strategi peningkatan kesadaran 

administrasi kependudukan. 
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B. Saran  

Berdasarkani kesimpulani yangi telahi diuraikan,i terdapati beberapai 

sarani yangi penulisi berikan. 

1. Peningkatani edukasii masyarakat,i Dinasi Kependudukani dani 

Pencatatani Sipili Kabupateni Bengkayang disarankan untuk mengadakan 

edukasi intensif mengenai pentingnya pencatatan perkawinan, baik melalui 

penyuluhan, seminar, lokakarya, maupun kampanye di media sosial, agar 

masyarakat lebih sadar dan termotivasi untuk mencatatkan perkawinannya. 

2. Optimalisasi aksesibilitas layanan, Dinas Kependudukan dan Pencatatan 

Sipil Kabupaten Bengkayang disarankan membuka pos pelayanan keliling 

atau bekerja sama dengan pemerintah desa untuk memudahkan akses 

layanan pencatatan perkawinan dan akta kelahiran bagi masyarakat di 

daerah terpencil.  

3. Pelayanan langsung kepada masyarakat atau kegiatan jemput bola, Dinasi 

Kependudukani dani Pencatatani Sipili Kabupateni Bengkayang 

disarankan melakukan kegiatan jemput bola untuk memberikan pelayanan 

langsung kepada masyarakat di tempat terpencil. 

Penulis berharap saran ini dapat bermanfaat untuk pengembangan 

penelitian dan praktik administrasi kependudukan. Selain itu, diharapkan hasil 

penelitian ini dapat meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya 

pencatatan perkawinan dan prosedur pencatatan kelahiran. Kesadaran yang 

lebih tinggi, akan membuat masyarakat lebih aktif dalam memberikan 
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kontribusi nyata bagi perkembangan hukum dan kebijakan kependudukan di 

Indonesia, khususnya dalam konteks perkawinan adat yang tidak tercatat.  
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